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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

▪ Kegiatan  : PENILIKAN KE-3 S-PHPL 

▪ Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN 

▪ Tanggal Audit  : 3 - 7 Mei 2021 

 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat & VLK Hutan merangkap 

Ketua Tim Audit) 

b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi) 

c) Bayu Satya Pramana, S.Hut (Auditor Ekologi) 

d) Rr Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial) 
7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

 

1. Nama Unit Manajemen : PT PANAMBANGAN   

2. Alamat Kantor : Jl. Kapten P. Tendean No. 39 RT. 002 RW. 003 Kel. Kuningan Barat 

Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 

3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

4. SK IUPHHK-HA  : SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 

5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 43.240 Hektar di Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur  

6. Pengurus Perusahaan : Direksi : 

Ir. Nunuk Wisnuardi (Direktur Utama) 

Sugiri, SE (Direktur Keuangan) 

 Komisaris Utama : 

Ratna Rosilawati Kadarisman  

7. Nama MR Auditee : Darnawi, S.Hut  
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL 

Audit dilakukan dengan cara remote audit  (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan : 

 

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 3 Mei 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Panambangan. 

 

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 3 Mei 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Panambangan. 

b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan 

jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan 

ketentuan-ketentuan lainnya terkait  proses audit. 

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara 

elektronik. 

 

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 3 – 6 Mei 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai 

Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir. 

b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai 

Lampiran 2.2  Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir 

c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, 

menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat dan VLK Hutan 

2) Room 2 untuk kriteria produksi 

3) Room 3 untuk kriteria ekologi 

4) Room 4 untuk kriteria sosial  

d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap 

dokumen dan laporan kegiatan UM. 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil 

kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / 

pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. 

e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat 

menggunakan checklist. 

f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording). 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan 

Waktu : 7 Mei 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Panambangan. 

b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya 

proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan 

sementara hasil penilaian kinerja PHPL. 

c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 7 Mei 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan 

Waktu : 25 Mei 2021 

Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: Hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-PHPL, ditetapkan : 

1. PT Panambangan dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL. 

2. Predikat, SEDANG (tetap); 

3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari 

tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2024; dan 

4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua 

belas) bulan. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut : 

 

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT 

Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK -HA 

1. Verifier 

1.1.1 

: Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/SK IUPHHKHA, 

Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA yaitu Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan  No. SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 

dan dokumen legalitas lainnya berupa Akte Pendirian No. 9 tanggal 16 Januari 1970 

oleh Notaris R. Moeljatmo, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No JA 5/30/3 

tanggal 26 Maret 1970, Akte Perubahan Terakhir No. 58 tanggal 27 April 2020, 

notaris H. Teddy Anwar, SH, SpN. Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-

0215432 tanggal 11 Mei 2020, NPWP No. 01.309.742.3-014.000, NIB No. 

9120207472094 tanggal 29 April 2019, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 

503/K.60/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Penggunaan 

Koridor, Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) telah disetujui Komisi Pusat Amdal Dephut 

No. 03/DJ-VI/Amdal/94 tanggal 20 April 1994, RKL dan RPL disetujui Komisi Pusat 

Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 

Desember 1995, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 s/d 2022 yang telah 

disahkan dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 

Desember 2012, dokumen penataan batas yang tersedia berupa Laporan TBT No 52 

tahun 1975,  Laporan TBT No. 124 Tahun 1977, Laporan TBT No Lap/39/BPKH IV-

2/2014, Rencana Penataan Batas disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan/Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan No. 51/KUH-

2/RPBAPP-IUPHHK-HA/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan Notulen Rapat Pembahasan 

Rencana Penataan Batas tanggal 14 Februari 2019. Dokumen tersebut tersedia 

lengkap.   

2. Verifier 

1.1.2 

: Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen penataan batas Laporan TBT No 52 tahun 1975, Laporan TBT 

No. 124 Tahun 1977, Laporan TBT No Lap/39/BPKH IV-2/2014, penataan batas yang 

telah dilakukan PT Panambangan terealisasi sepanjang 41,290 Km dari rencana 

sepanjang 102,519 Km atau terealisasi sebesar 40,275 %.  

3. Verifier 

1.1.3 

: Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK 

IUPHHK) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan baru menyelesaikan penataan batas sebesar 40,275 %, sejauh ini 

tidak terdapat konflik batas namun terdapat okupasi lahan oleh masyarakat dan PT 

panambangan telah melakukan pendataan serta upaya penyelesaian konflik. 

4. Verifier 

1.1.4 

: Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila 

tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan overlay peta areal kerja IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan 

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK No. 

718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) pada areal IUPHHK-HA PT 

Panambangan terdapat perubahan fungsi kawasan HL dari tidak ada menjadi 508 

Ha, HPT dari 29.520 Ha menjadi 29.012 Ha dan HP dari 13.690 Ha menjadi 13.690 

Ha,  perubahan fungsi kawasan tersebut sudah terakomodir dalam peta revisi RKU 

dimana  areal Hutan Lindung tidak termasuk dalam areal yang direncanakan untuk 

kegiatan IUPHHK RKU. 

5. Verifier 

1.1.5 

: Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan 

kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable) 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil pendataan pada areal IUPHHK-HA PT Panambangan tidak terdapat 

penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, tetapi terdapat penggunaan 

lahan yang tidak sah yang dilakukan oleh masyarakat berupa perambahan lahan 

untuk ditanami karet, sawit dan perladangan serta pengkavlingan lahan oleh 

masyarakat. 

6. Verifier 

1.1.6 

: Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Panambangan terdapat konflik tenurial berupa 

penggunaan lahan untuk penanaman karet, sawit dan perladangan serta 

pengkavlingan lahan oleh masyarakat dengan total luas hasil pendataan mencapai 

279 Ha dibandingkan luas keseluruhan areal kerja yaitu ± 43.240 Ha, PT 

Panambangan masih mengusasi lahan > 80 %. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 

1.2.1 

: Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan 

PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki visi dan misi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan  

Direksi No. 02/I/Adm/12c/2019 tanggal 20 Januari 2019, visi dan misi telah sejalan 

dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, telah disosialisasikan kepada sebagian 

karyawan dan masyarakat (belum seluruh menyeluruh).  

2. Verifier 

1.2.2 

: Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan hutan yang dilaksanakan tahun 2020 hanya 

sebagian yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
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Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk 

 

Indikator 1.3 :  

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 

1. Verifier 

1.3.1 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan 

Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai 

dokumen perencanaan 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki Sarjana Kehutanan sebanyak 4 orang dan Tenaga Teknis 

PHPL (Ganis PHPL) berjumlah 8 orang, Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Binhut dan 

Ganis PHPL PKB-R tercukupi namun tidak mamiliki Ganis PHPL Kurpet 1 orang dan 

Ganis PHPL Nenhut 2 orang. 

2. Verifier 

1.3.2 

: Peningkatan kompetensi SDM. 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah merencanakan kegiatan peningkatan SDM di tahun 2020 

sesuai dengan kebutuhan, kegiatan peningkatan SDM terealisasi sebesar 50 % dari 

rencana akibat terkendala pandemi.  

3. Verifier 

1.3.3 

: Ketersediaa n dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lenglap meliputi Daftar 

Karyawan, Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Administrasi Pengupahan 

sesuai Peraturan Gubernur Kaltim, Kepesertaan BPJS Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan, Laporan Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja dsb. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk 

 

Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, 

Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA. 

1. Verifier 

1.4.1 

: Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL. 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direksi 

melalui SK No. 01/I/Adm/12c/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan 

Struktur Organisasi IUPHHK PT Panambangan, Struktur Organisasi sesuai dengan 
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kerangka PHL, tersedia Job Deskripsi namun belum meliputi level Seksie sehingga 

antara Struktur Organisasi dan Job Deskripsi tidak sinkron. 

2. Verifier 

1.4.2 

: Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki peralatan Sistem Informasi manajemen (SIM) yang 

digunakan untuk melakukan komunikasi, pengiriman data dan informasi yang terdiri 

dari perangkat keras dan perangkat lunak, juga terdapat tenaga pelaksana yaitu Ir. 

Firmansyah (Manager Camp) sebagai penangungjawab Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) PT Panambangan sesuai SK Direksi No. 018/KPTS/PNB-

SMD/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan sebagai Operator Sistem Informasi PNBP 

sesuai SK Direksi No. 014/KPTS/PNB-SMD/2016 tanggal 18 Mei 2016.   

3. Verifier 

1.4.3 

: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementeria LHK 

dan kepatuhan pengisiannya 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki tenaga pelaksana SIM (SIPUHH Online) yaitu Ir. 

Firmansyah (Manager Camp) sebagai penangungjawab Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) berdasarkan SK Direksi No. 018/KPTS/PNB-SMD/III/2019 tanggal 

01 Maret 2019, tenaga pelaksana SI PNBP yaitu Ir Firmansyah berdasarkan SK 

Direksi No. 014/KPTS/PNB-SMD/2016 tanggal 18 Mei 2016, tenaga pelaksana 

Operator SIGANISHUT yaitu Ir Firmansyah berdasarkan SK Direksi No. 

025/KPTS/PNB-SMD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan informasi 

dari BPHP Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

diketahui bahwa terkait kewajiban pelaporan informasi yang dilakukan PT 

Panambangan belum bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, pelaporan Pemetaan 

dan Resolusi Konflik belum pernah dilakukan. 

4. Verifier 

1.4.4 

: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam 

Struktur Organisasi SPI yang disahkan Direksi melalui SK No. 03/IV/Adm/12c/2020 

tanggal 28 April 2020. Berdasarkan SK penunjukan personil SPI yaitu SK No. 

09/IV/Adm/12c/2020 tanggal 30 April 2020 diketahui personil SPI atas nama Resi 

Wahono. Terdapat SOP SPI No. SO-6-04 (Revisi 01) terbit tanggal 04/05/2015 yang 

dibuat oleh Ir. Nunuk W, diperiksa oleh Ir. Firmansyah dan disetujui oleh Drs. 

Praptono HT, selama periode audit, SPI telah melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi dua kali yaitu Semester I Tahun 2020 yang disampaikan pada 19 Agustus 

2020 dan Semester II Tahun 2020 yang disampaikan pada 21 Januari 2021 terkait 

dengan temuan Audit PHPL, selain dari temuan audit PHPL, tidak dijumpai adanya 

Laporan hasil monitoring dan evaluasi termasuk pada kegiatan yang rutin dilakukan 

berupa pelaksanaan tahapan TPTI.   

5. Verifier 

1.4.5 

: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi. 

 Bobot : D 

 Nilai : Sedang 
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 Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh 

SPI dari temuan audit PHPL PT Panambangan telah melakukan tindak perbaikan 

atau koreksi namun belum seluruhnya. Masih terdapat rekomendasi perbaikan yang 

belum bisa diselesaikan seperti pengadaan jaringan internet di lokasi kerja, 

pelaksanaan training bagi karyawan khususnya Ganis PHPL, pelaksanaan silvikultur 

THPB, penyelesaian penataan batas luar dsb.  

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk 

 

Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 

1.5.1 

: Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan , 

pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah melakukan sosialisasi mengenai kepentingan dan hak-hak 

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, kegiatan sosialisasi hanya dilakukan 

di Desa Tepian Langsat tanggal 20 April 2021 tentang RKT 2021, visi misi 

perusahaan, kelola sosial dan kawasan lindung, untuk di Desa Keraitan belum 

dilakukan dikarenakan keadaan covid-19 dan sulitnya menghubungi pihak desa. 

2. Verifier 

1.5.2 

: Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah melakukan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan 

CSR/CD  pada masyarakat desa Tepian Langsat sebagai desa yang terdampak dari 

kegiatan pengelolaan hutan pada tanggal 20 April 2021 bersamaan dengan 

sosialisasi tentang RKT 2021, visi misi perusahaan dan kawasan lindung, untuk di 

Desa Keraitan belum dilakukan dikarenakan keadaan covid-19 dan sulitnya 

menghubungi pihak desa. 

3. Verifier 

1.5.3 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung. 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Kawasan 

lindung kepada masyarakat desa Tepian Langsat sebagai desa binaan yang 

terdampak dari adanya kegiatan pengelolaan hutan pada tanggal 20 April 2021 

bersamaan dengan sosialisasi tentang RKT 2021, visi misi perusahaan dan kelola 

social, untuk di Desa Keraitan belum dilakukan dikarenakan keadaan covid-19 dan 

sulitnya menghubungi pihak desa. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai 

Buruk 
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2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

  

1. Verifier 

2.1.1 

: Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan selama periode penilaian telah melaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan IHMB 

untuk periode 2013 – 2022, sebagai dasar penyusunan dokumen rencana jangka panjang. Dokumen 

jangka panjang yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu dokumen RKUPHHK-HA Periode 

Tahun 2013-2021, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama 

PT Panambangan Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, 

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2012 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal 

Bina Usaha Kehutanan U.b Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc) dan telah 

dilengkapai dengan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 

Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Penutupan 

Lahan Periode Tahun 2013 – 2022, Skala 1 : 50.000. 

Hasil penelaahan penerbitan Surat Keputusan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013 – 2022, tidak 

terdapat informasi yang menyatakan mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutananterkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2. Verifier 

2.1.2 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sistim silvikultur yang diterapkan di PT Panambangan yaitu Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesi 

(TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) pada areal non hutan dengan setiap blok RKT 

ditanam 70% jenis berdaur pendek (8 tahun) dan 30% berdaur panjang (25 tahun), namun sesuai 

surat Direktur Usaha Hutan Produksi melalui surat Nomor: S.662/UHP/RKUPHA/HPL.1/6/2019 

tanggal 17 Juni 2019, tidak diterapkan dan dapat diterapkan dengan melaksanakan Teknik Silvikultur 

Intensif (SILIN) pola rumpang dengan terlebih dahulu melakukan revisi RKUPHHK-HA. 

Tingkat kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) selama 3 (tiga) tahun terakhir setelah 

diterbitkannya surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor: S.1276/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2016 

tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA Berbasis 

IHMB Periode 2013-2022 adalah sebagai berikut: 

Tahun 

Dokumen RKUPHHK-HA Dokumen RKTUPHHK-HA 

Luas 

(ha) 

Jumlah 

Petak 
Kode Petak  

Luas 

(ha) 

Jumlah 

Petak 
Kode Petak 

2019 

 

475 5 P33, P34, P35, P36, dan 

P37 (VIII) 

475 5 P33, P34, P35, P36, dan 

P37 (VIII) 

2020 564 6 G-18, G-19, H-18, H-19, I-

18, dan I-19 (IX) 

564 6 G-18, G-19, H-18, H-19, I-

18, dan I-19 (IX) 

2021 737 9 F-20, F-21, F-22, G-20, G-

21, G-22, H-20, H-21 dan I-

20 (X) 

732 9 F-20, F-21, F-22, G-20, G-

21, G-22, H-20, H-21 dan 

I-20 (X) 

Dengan demikian penataan areal kerja dilapangan (blok dan petak RKT) sesuai dengan rencana pada 

dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022 

3. Verifier 

2.1.3 

: Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah menerbitkan SOP Penataan Areal Kerja TPTI, Nomor Prod-01/PNB/2020 

Revisi 3 tanggal 10 Maret 2020 sebagian pedoman kegiatan dilapangan. 

Terdapat Laporan PAK Blok URKT Tahun 2020 tanggal 23 September 2019, 6 ptk (G.18, G.19, H.18, 

H.19, I.18 dan I.19) seluas 564 Ha, panjang Batas Blok Tebangan 9.998,19 m dan Batas Petak 

Tebangan 3.998,84 m dan Laporan PAK Blok URKT Tahun 2021 tanggal 21 September 2020, 9 ptk 

(F.20, F.21, F.22, G.20,G.21, G.22, H.20, H.21 dan I.20) seluas 732 Ha, panjang Batas Blok Tebangan 

14.352,06 m dan Batas Petak Tebangan 9.889,30 m. Laporan PAK tersebut menunjukan kegiatan 

dilapangan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum pengesahan RKT dan perusahaan telah menunjukan 

dokumentasi foto penandaan batas blok dan petak serta rintis batas blok dan petak yang masih 

terlihat jelas dilapangan terutama untuk blok RKT 2021. 

Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak dilaksanakan pada blok RKT 2020 dan telah ditunjukan 

BAP Pemeliharaan Batas Blok dan Petak RKT 2020 tanggal 5-18 April 2021 seluas 564 Ha, panjang 

batas blok 9.998,19 m dan panjang batas petak 3.998,84 m, sehingga kegiatan pemeliharaan telah 

dilaksanakan diseluruh blok RKT 2020, namun untuk efektivitas kegiatan dilapangan kegiatan 

pemeliharaan blok dan petak tebangan dilaksanakan sesuai dengan petak yang telah dilakukan 

kegiatan penebangan seperti pada blok RKT 2020, realisasi tebangan hanya pada petak I-18 seluas 

94 Ha. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: BAIK 

 

2. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah memiliki data potensi tegakan yaitu: 

1. Hasil IHMB untuk periode 2013 – 2022 yaitu: 

a. Diameter 40 cm up rata-rata sebesar 46,01 batang/ha denga volume 77,93 m³/ha 

b. Diameter 50 cm up rata-rata sebesar 25,68 batang/ha denga volume 58,20 m³/ha 

2. Hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu: 

a. Rencana Kerja Tahun 2021 seluas 732 Ha, potensi pohon tebang:  

­ Diameter 10-40 Cm sebanyak 44 pohon/ha dengan volume 33,67 m³/ha. 

­ Diameter 50 Cm up sebanyak 13 pohon/ha dengan volume 60,79 m³/ha 

­ Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, 

kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak 

tebangan. 

b. Rencana Kerja Tahun 2020 seluas 564 Ha, potensi pohon tebang:  

­ Diameter 10-40 Cm sebanyak 60 pohon/ha dengan volume 55,97 m³/ha. 

­ Diameter 50 Cm up sebanyak 14 pohon/ha dengan volume 80,30 m³/ha 

­ Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, 

kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan 

c. Rencana Kerja Tahun 2019 seluas 475 Ha, potensi pohon tebang:  

­ Diameter 10- 40 Cm sebanyak 41 pohon/ha dengan volume 45,00 m³/ha. 

­ Diameter 50 Cm up sebanyak 16 pohon/ha dengan volume 99,29 m³/ha 

­ Dilengkapi peta sebaran pohon skala 1 : 1.000 yang menggambarkan jalur cruising, 

kontur interval 5 meter, kode pohon produksi, kawasan lindung dan petak tebangan 

Sebagai catatan bahwa PT Panambangan belum dapat menunjukan data potensi hasil ITSP untuk 

URKT 2022, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 
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tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Kegiatan ITSP oleh pemegang 

IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib 

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan 

rencana pemanenan dalam RKT”. 

2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Areal kerja PT Panambangan termasuk ke dalam tipe hutan hujan tropika basah dataran 

rendah, dengan berpedoman SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen No. Dok. SO-1-5, Revisi 1 

tanggal 4 Mei 2015, telah dibuat Plot PUP Seri 1 pada petak P.21 (RKT 2017) koordinat 

01000’11,6” N dan 117018’53,1” E dan hasil pengukuran 4 serta hasil analisisnya telah 

disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL c.q. Direktorat Usaha Hutan Produksi dan Badan 

Litbang dan Inovasi Kementerian LHK melalui surat No. 010/IV/Adm/10/2021 tanggal 26 April 

2021.  

Hasil analisis riap diameter rata-rata tahun ke-4 belum dijadikan sebagai dasar perhitungan 

rencana panen (JTT/Etat volume) dan PT Panambangan harus membuat 1 (satu) Seri-PUP lagi 

dimana sesuai dengan ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun 

minimal dibuat 1 (satu) buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA 

minimal dibuat 2 (dua) seri PUP. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: BAIK 

 

3. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI yang telah lengkap 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan tenis dan telah diimplementasikan sebagian 

dilapangan: 

Implementasi Kegiatan TPTI dan Non Tahun 2020: 

1. PAK untuk URKT 2021 dari rencana 732 Ha terealisasi 732 ha (100%, namun tidak sesuai 

dengan tata waktu tahapan TPTI). 

2. ITSP untuk URKT 2021 dari dari rencana 732 Ha terealisasi 732 ha (100%, namun tidak 

sesuai dengan tata waktu tahapan TPTI). 

3. PWH dari rencana 5,66 km terealisasi 0 km (0%) 

4. Pemanenan dari blok RKT 2020 dari rencana 25.000 m³ terealisasi sebesar 2.834,23 m³ 

atau 11,34% 

5. Pengadaan Bibit dari rencana 84.445 btg, terealisasi 81.860 btg (97%) 

6. Penanaman:  

a. Pengayaan dari rencana 24 Ha/9.600 btg, terealisasi 20,65 ha/8.025 btg atau 86%.  

b. Rehabilitasi dari rencana 12 Ha/13.330 btg, terealisasi 10,30 Ha/11.140 btg atau 86% 

c. Perlu penjelasan luas efektif target pengayaan dan kaitannya dengan realisasi pohon 

yang ditebang. 

d. Perlu penjelasan luas efektif target rehabilitasi dengan luas TPn dan jalan sarad yang 

bisa ditanami. 

7. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi Ke-1: 
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a. Pengayaan dari rencana 24 Ha, terealisasi 19,70 Ha atau 82% 

b. Rehabilitasi dari rencana 12 Ha, terealisasi 10,10 Ha atau  84% 

8. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi Ke-2 

a. Pengayaan dari rencana 20,40 Ha, terealisasi 19,40 Ha atau 95% 

b. Rehabilitasi dari rencana 13,60 Ha, terealisasi 13,10 Ha atau 97% 

9. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi Ke-3 

a. Pengayaan dari rencana 16,00 Ha, terealisasi 15,60 Ha atau 98% 

b. Rehabilitasi dari rencana 12,00 Ha, terealisasi 11,60 Ha atau 97% 

10. Perlindungan terealisasi 100% 

11. Penanaman Areal Non Hutan dari rencana 285 Ha, terealisasi 250 Ha atau 88%. 

12. Penanaman Kiri Kanan jalan dari rencana 200 Ha , 165 Ha atau terealisasi 88%. 

Rata-rata persentase pencapaian kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun kegiatan 2020 sebesar 

79,41% atau SOP seluruh tahapan system silvikultur TPTI telah diimplementasikan baru sebagian 

(miinimal 60%).  

 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Perusahaan telah membuat Laporan Analisa Vegetasi Hasil Jalur Pengamatan Permanen (JPP) 

ET 0 dan ET 1 di blok tahun 2020 Petak I-18 koordinat 01001’36,006” N dan 117021’39,713’’ E 

dengan metode Jalur Pengamatan Permanen pada Jalur 40 dengan panjang jalur 1000 m dan 

tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang dapat diketahui berdasarkan jumlah 

pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang per ha, yaitu sejumlah 44 pohon/Ha atau 

terdapat pohon inti dan pohon disisakan tidak ditebang ≥ 25 batang/ha, namun metode JPP  

belum memperhatikan rencana jalan sarad utama, jalan sarad cabang dan TPn sebagai dasar 

pembuatan plot pengamatan. 

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Perusahaan telah membuat Laporan Analisa Vegetasi Hasil Jalur Pengamatan Permanen (JPP) 

ET 0 dan ET 1 di blok tahun 2020 Petak I-18 koordinat 01001’36,006” N dan 117021’39,713’’ E 

dengan metode Jalur Pengamatan Permanen pada Jalur 40 dengan panjang jalur 1000 m dan 

tingkat kecukupan potensi permudaan yaitu sejumlah 410 batang/Ha tingkat tiang, 1.640 

individu/ha tingkat pancang dan 1.300 individu/Ha tingkat semai, namun metode JPP  belum 

memperhatikan rencana jalan sarad utama, jalan sarad cabang dan TPn sebagai dasar 

pembuatan plot pengamatan. 

4. Verifier 2.3.4 : Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah mendapat Persetujuan RKUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan SK Nomor: 

SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang memutuskan “Menyetujui RKUPHHK-HA 

berbasis IHMB Pada Hutan Produksi periode 2013-2022 dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih 

Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)”. 

Rencana pelaksanaan system silvikultur  THPB untuk penanaman pada areal Non Hutan dengan 

proporsi 70% jenis tanaman cepat tumbuh seluas 7.916 ha/10 th dan proporsi 30% jenis 

unggulan setempat/local berdaur panjang seluas 3.993 ha/10 th. 

Dengan demikian PT Panambangan tidak menerapkan SILIN atau verifier ini Not Aplicable 

5. Verifier 2.3.5 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 
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Bobot : D 

Nilai : NA 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sesuai dengan verifier 2.3.4 karena tidak ada penerapan SILIN maka verifier 2.3.5 menjadi Not 

Aplicable 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: SEDANG 

 

4. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) No. 

Prod.06/PNB/2021 Revisi 3 tanggal 8 April 2021, dimanan pada SOP yang diterbitkan telah 

menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Pemanenan, Pelaksanaan pemanenan, dan  

Pasca Pemanenan kayu. SOP yang telah diterbitkan seluruhnya sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:  P.9 / PHPL / SET/ KUM.1/ 11/ 

2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik  Pemanenan 

Berdampak  Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah melaksanakan dan menerapakan teknologi ramah lingkungan kegiatan 

pemanenan hasil atau pengelolaan hutan mulai tahapan perencanaan pemanenan, pelaksanaan 

pemanenan dan pasca pemanenan kayu, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan 

dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan, 

pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan, peta rencana pemanenan 

belum dibuat secara mendetail yang memuat rencana jalan sarad dan rencana TPn, kegiatan 

penutupan jalan sarad berupa pembuatan sudetan, memperbaiki aliran air pada jalan sarad, 

penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan serta 

belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengechekan secara rutin kegiatan 

RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL 

 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Perusahaan telah membuat Laporan Analisa Vegetasi Hasil Jalur Pengamatan Permanen (JPP) 

ET 0 dan ET 1 di blok tahun 2020 Petak I-18 koordinat 01001’36,006” N dan 117021’39,713’’ E 

dengan metode Jalur Pengamatan Permanen pada Jalur 40 dengan panjang jalur 1000 m dan 

tingkat kerusakan tegakan tingkat tiang dan pohon  berkisar antara 22,12% dengan tingkat 

keterbukaan wilayah sebesar 10,25%, namun metode JPP  belum memperhatikan rencana jalan 

sarad utama, jalan sarad cabang dan TPn sebagai dasar pembuatan plot pengamatan. 

4. Verifier 2.4.4 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan belum melakukan pengukuran limbah pemanfaatan hutan minimal pada pohon 

tebang dilokasi petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan, hasil pengukuran limbah 

pemanfaatan hutan minimal berdasarkan perbandingan LHC dan LHP tahun 2020 pada petak I-

18 sebanyak 10 pohon didapatkan nilai Faktor Eksploitasi rata-rata sebesar 0,88 atau Faktor 

Eksploitasi (FE) ≥ 0,70. Hasil pengukuran FE pada petak I-18 belum dapat dijadikan ukuran 
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sebenarnya dilapangan karena hanya membandingkan hasil LHP dengan LHC, dimana 

pengukuran volume pada LHC merupakan pengkuran hasil taksiran.  

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG 

 

5. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana 

kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self 
approval). 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan selama periode penilaian telah lengkap memiliki  dokumen RKT yang disusun 

berdasarkan dokumen RKU, yaitu: 

1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2021, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.93/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh 

Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT Panambangan Provinsi 

Kalimantan Timur, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebagai dasar 

penyusunan RKT. 

­ Etat Luas Maksimum  : 614,7 Ha/Tahun dan  

­ Etat Volume Maksimum : 42.357,80 M³/Tahun. 

2. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/303/Kpts/RKT/DK-II/2020, tanggal 27 Maret 2020, 

Target RKTUPHHK-HA Tahun 2020: 

­ Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas 564 ha dan jumlah pohon 

sebanyak 34.715 pohon serta volume sebesar 25.000,00 m3. 

3. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/863/Kpts/RKT/DK-II/2021, tanggal 6 April 2021, Target 

RKTUPHHK-HA Tahun 2021: 

- Target produksi tebangan TPTI dan Trace Jalan seluas 732 ha dan jumlah pohon 

sebanyak 5.692 pohon serta volume sebesar 24.875 m3. 

Dengan demikian terdapat dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 yang disusun berdasarkan RKU 

periode 2013-2022 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat kesesuaian rincian blok yang boleh ditebang, kawasan lindung dan areal tidak produktif 

antara Peta RKUPHHK-HA dengan Peta RKTUPHHK-HA.  Keterangan pada Peta RKUPHHK-HA 

memuat informasi tentang Pembagian Blok Tebangan Sistem TPTI Periode 2013-2022, 

Pembagian Blok Penanaman Sistem THPB Periode Tahun 2014-2021, Rencana Penanaman Areal 

Tanah Kosong (NH), Kawasan Lindung (Buffer Zone, Sempadan Sungai, dan KPPN) serta areal 

yang dipelihara yaitu PUP dan Kebun Bibit. 

Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 memuat informasi Blok Tebangan Sistem TPTI 

Periode 2013-2022, Pembagian Blok Penanaman Sistem THPB Periode Tahun 2014-2021, 

Rencana Penanaman Areal Tanah Kosong (NH), Kawasan Lindung (Buffer Zone, Sempadan 

Sungai dan KPPN) dan areal yang dipelihara yaitu PUP dan Kebun Bibit 
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3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat implementasi pada peta kerja RKT 2020 dan 2021 berupa penandaan dilapangan yaitu 

batas blok dan petak yang akan ditebang dan kawasan lindung atau areal tidak produktif dan 

pada peta RKT 2021 terdapat sempadan anak sungai Kadubay dan perusahaan telah menunjukan 

dokumentasi foto penandaan sempadan anak sungai Kadubay yang melintasi petak koordinat 

1˚03’29,2’’N dan 117˚23’01,8’’E, namun sampel yang ditunjukan hanya 1 (satu) titik sedangkan 

anak sungai Kadubay melintasi 2 (dua) petak F21 dan G21.  

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode penilaian tahun kegiatan 2020, perusahaan telah merealisasikan volume 

tebangan TPTI sebesar 2.834,23 m³ dari 25.000 m³ yang telah direncanakan atau realisasi 

sebesar 11,34% dan lokasi tebang telah sesuai dengan peta RKT yang telah disahkan, atas 

rendahnya realisasi produksi Perusahaan telah membuat rencana perbaikan sistimatis untuk 

merealisasikan target penebangan diatas 50% yang direncanakan, yaitu: 

1. Memaksimalkan kerja pada hari tidak hujan, terutama untuk kegiatan penebangan, 

penyaradan dan pengangkutan  

2. Menghindari waktu terbuang untuk mencari pohon siap tebang dengan cara bekerja sama 

dengan surveyor untuk menunjukkan posisi pohon siap tebang. 

3. Mengkondisikan unit/alat  berat agar PA (physical avaibility) dan MA (mechanical avaibility) 

nya minimal 80% 

4. Mencari alternatif rute jalan angkutan untuk menghindari jalan angkutan dengan kontur yang 

ekstrem. 

5. Meningkatkan intensitas dan kualitas pemeliharan jalan angkutan dengan mempertahankan 

bentuk badan jalan (seperti punggung penyu) agar aliran air tidak tergenang di badan jalan. 

6. Melakukan revisi target RKT berdasarkan kemampuan alat dan kesediaan SDM serta 

kemampuan potensi hutanny0061 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: SEDANG 

 

6. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah membuat Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2019 dan tanggal 31 Desember 2020, namun belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan 

hasil analisis: 

1. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019: 

a. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 

terakhir tanggal 31 Desember 2019, tidak ada. 

b. Rentabilitas : (456,95%) 

c. Likuiditas : 6,17% (< 100%) 

d. Solvabilitas : 17,76% (< 100%) 
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2. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020: 

a. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 

terakhir tanggal 31 Desember 2020, tidak ada 

b. Rentabilitas : (61,33%) 

c. Likuiditas : 5,96% 

d. Solvabilitas : 15,52% 

Dengan demikian Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 

31 Desember 2020 tidak ada pendapat/catatan public terhadap Laporan Keuangan tersebut. 

 

 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi alokasi dana kelola hutan terealisasi sebesar Rp. 8.025.305.163 dari rencana Rp. 

8.746.898.241 atau persentase realisasi alokasi dana kelola hutan sebesar 92% sesuai dengan 

Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Rencana Operasional RKT Tahun 2020, namun sampai saat 

dilaksanakan penilaian Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 belum 

diaudit oleh Akuntan Publik. 

3. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi alokasi dana untuk bidang kegiatan pemanenan, perencanaan, pembinaan hutan TPTI 

dan pembinaan hutan non TPTI terealisasi antara 75% s/d 93%. Realisasi Alokasi dana kegiatan 

pembinaan hutan Non TPTI dari rencana anggaran Rp. 552.734.000 telah terealisasi sebesar Rp. 

412.774.000 atau realisasi anggaran kegiatan sebesar 75% sehingga terdapat sisa anggaran 

sebesar Rp. 139.960.000 (25%). Dengan demikian  alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan 

kurang proporsional antara 20-50%. 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Laporan Keuangan tahun 2020 yang belum di audit oleh Akuntan Publik menunjukan pencapaian 

alokasi dana kelola hutan mencapai 92%, pencapaian realisasi kegiatan TPTI Tahun 2020 sebesar 

79,41% dan realisasi produksi tahun 2020 hanya mencapai 11,34% dikarenakan factor alat berat 

yang relative tua dan factor curah hujan yang tinggi hal ini menunjukan realisasi pendanaan untuk 

kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar, demikian juga tata waktu kegiatan PAK dan 

ITSP dilapangan belum sesuai dengan ketentuan tahapan tata waktu pada sistim silvikultur TPTI, 

hal ini berpengaruh pada proses pengajuan URKT setiap tahunnya dimana untuk URKT 2020 

diajukan pada tanggal 20 Januari 2020 dan URKT 2021 diajukan pada tanggal 3 Maret 2021. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi modal untuk untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman 

tanah kosong berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Tahun 2020 yang belum di audit oleh 

Akuntan Publik telah terealisasi Rp. 374.723.000 dari rencana Rp. 413.699.000 atau persentase 

realisasi sebesar 91% (≥ 80%), namun laporan keuangan yang disajikan belum di audit oleh 

Akuntan Publik 

 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi Pelaksanaan fisik penanaman/pembinaan hutan terealisasi, sebagaimana tabel 

berikut: 

No. Kegiatan Satuan 
Tahun 2020 

Rencana Realisasi Persen 

Pembinaan Hutan         

1. Pengadaan Bibit Btg 84.445 81.860 97 

2. Pengayaan Btg/Ha 9.600/24 8.025/20,65 84 

3. Rehabilitasi Btg/Ha 13.330/12 11.140/20,30 84 

4. Pemeliharaan I         

  Pengayaan Btg/Ha 1.920/24 1.575/19,70 82 

  Rehabilitasi Btg/Ha 2.715/12 2.280/10,10 84 

5. Pemeliharaan II         

  Pengayaan Btg/Ha 1.630/20,40 1.550/19,40 95 

  Rehabilitasi Btg/Ha 3.020/13,60 2.900/13,10 96 

6. Pemeliharaan III         

  Pengayaan Ha 16 15,6 98 

  Rehabilitasi Ha 12 11,6 97 

Rata-rata 91 

Sumber : Laporan Bulanan Kegiatan TPTI Tahun 2020 per Desember 2020 

Tabel diatas menunjukan realisasi pelaksanaan fisik penanaman/pembinaan hutan Tahun 2020 

terealisasi  sebesar 91% atau realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan > 80% dan 

perusahaan telah menunjukan BAP Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan, namun belum 

dilengkapi dengan bukti pelaksanaan kegiatan dilapangan.    

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: BURUK 

 

 

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI 

7. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK Berbasis 

IHMB Tahun 2012 Periode 2013-2022 dan SK Dirut PT Panambangan tentang Penetapan 

Kawasan Lindung, Tanggal 18 Maret 2019, serta telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan periode penilikan ke 3 Tahun 2021 

telah mencapai 86.407 m (53,19%) dari target 162.450 m. 

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering 

Sekunder, Hutan Karst Sekunder, Belukar Tua) adalah 2.141 ha (72,55 %) dari total luas 

kawasan dilindungi 2.951 ha. 

PT Panambangan belum membuat rencana dan realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan dilindungi 

dengan penutupan lahan yang tidak berhutan/areal terbuka (Tanah Terbuka serta Belukar Muda 

dan Semak, hasil overlay kawasan dilindungi ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2019) yaitu 

seluas 795 ha. 

4. Verifier 3.1.4 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan baru melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung di 1 Desa Binaannya 

yaitu Desa Tepian Langsat, sedangkan di Desa Keraitan belum dilakukan sosialisasi Kawasan 

lindung. 

5. Verifier 3.1.5 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL 

dan/atau tata ruang  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya. Selama 

periode 1 tahun terakhir, kegiatan pengelolaan baru dilakukan di Sempadan sungai kadubay. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

8. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah memiliki seluruh prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan, 

namun pada SPO Pengendalian Penebang Liar terdapat ketidaktepatan terkait acuan/ referensi 

yang digunakan yaitu mencantumkan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tanggal 18 

April 2016, yang mana peraturan tersebut lebih teknis kepada prosedur pengendalian kebakaran 

hutan bukan peraturan yang mengarah kepada prosedur pengendalian penebang liar. 

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Panambangan belum sepenuhnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia SDM perlindungan hutan (RPK dan security). Kualifikasi RPK dan security belum sesuai 

ketentuan (Belum memiliki kompetensi/belum Diklat). PT Panambangan belum memiliki 

kerjasama/ MoU MPA dengan 2 desa binaan yaitu DesaTepian Langsat dan Desa Keraitan. 

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi secara menyeluruh, yaitu pada kegiatan 

preemptif untuk potensi gangguan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging dan 

perburuan satwa liar. Kegiatan preventif juga belum menyeluruh pada seluruh potensi gangguan 

hutan yang ada. Kegiatan represif pada gangguan kebakaran hutan dan perburuan satwa liar 

belum dilakukan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

9. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki oleh PT 

Panambangan belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, masih terdapat 

kekurangan SPO terkait pengukuran suhu udara, pengukuran kelembaban udara, pengukuran 

tinggi muka air sungai, pemantauan sifat fisi-kimia tanah dan pengelolaan sampah/limbah 

domestik. 

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan 

dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2012 dan RKL RPL tahun 1995. Beberapa sarana 

secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti pengukur suhu udara, pengukur kelembaban 

udara, sedimentasi sungai, kualitas air, kualitas tanah, TPS limbah B3, Izin TPS limbah B3, Mou 

dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, workshop bengkel, TPA sampah 

organik dan an organik, Gudang oli, Gudang tangki penyimpan BBM. Secara teknik vegetatif, 

penanaman di eks TPn dan Jalan Sarad Blok RKT 2020 belum dilakukan. 

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah 

dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang, yang jumlahnya telah 

sesuai dengan ketentuan dan masih aktif masa berlakunya. 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 
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Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknik sipil dan teknik vegetatif baru 

sebagian ada dalam dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2012 dan RKL tahun 1995. 

Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum seluruhnya dilakukan antara lain belum terdapat 

TPS Limbah B3, TPA Sampah Organik dan An Organik dan sedangkan Kegiatan pengelolaan 

secara teknik vegetatif yang belum dilakukan yaitu Penanaman di eks TPn dan Jalan Sarad Blok 

RKT Tahun 2020. 

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian tercantum dalam 

dokumen perencanaan seperti RPL tahun 1995. Kegiatan pemantauan yang belum 

dilakukan yaitu pemantauan iklim mikro (suhu udara, kelembaban udara), kualitas air 

(uji laboratorium), kualitas tanah (uji laboratorium), sedimentasi sungai, dan neraca 

limbah B3. 

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah melakukan pengukuran laju erosi di Blok RKT 2017 Petak 27 pada areal 

dengan penutupan lahan terbuka (eks jalan sarad) dan pada areal dengan penutupan lahan 

tertutup (dalam petak tebang) dengan didapatkan hasil laju erosi dengan kategori “sangat 

ringan”, sedangkan untuk uji kualitas air PT Panambangan belum melakukan uji kualitas air, 

sehingga belum diketahui dampaknya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG  dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

10. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna, namun belum 

sepenuhnya mengacu kepada peraturan yang berlaku. 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan di blok tebangan dan Kawasan lindung, namun hasil 

identifikasi belum mencantumkan nama latin/nama ilmiah, hasil identifikasi hanya dilakukan pada 
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 vegetasi tingkat tiang pohon dan tiang belum pada vegetasi tingkat semai dan pancang. 

Sedangkan hasil identifikasi fauna belum menjelaskan secara rinci terkait lokasi blok RKT dan 

belum dilakukan dilokasi Kawasan lindung serta penetepan status fauna dilindungi dalam 

kegiatan identifikasi belum sepenuhnya mengacu ke PermenLHK Nomor: 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 . 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

11. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur pengelolaan flora dilindungi, telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan 

dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis flora dilindungi. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan dokumen SOP. 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi dokumen laporan Jalur Pengamatan Permanen (JPP) Blok RKT 2020 dan 

Laporan Inventarisasi & Identifikasi Flora Tahun 2021, diketahui jenis-jenis flora hasil kegiatan 

identifikasi, namun belum spesifik mengelompokkan kepada jenis-jenis flora dilindungi 

berdasarkan hasil identifikasi, sehingga belum dapat diketahui pasti kondisi spesies flora 

dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berada di areal 

IUPHHK-HA PT Panambangan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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12. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SOP Pengelolaan Fauna belum mencantumkan peraturan tambahan yang terbaru yaitu Surat dari 

KemenLHK – Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: 

S.859/ICSDAE/IUCH/ KSA-2/11/2019 tanggal 4 November 2019, dan Isi prosedur, belum 

menggambarkan kegiatan teknis pengelolaan fauna dilindungi untuk perlindungan habitat dan 

perlindungan jenis fauna dilindungi. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan fauna, belum dilakukan secara menyeluruh (maksimal) seperti jumlah 

plang larangan berburu perlu ditambah, pemasangan plang jenis fauna dilindungi belum pada 

semua jenis-jenis fauna dilindungi yang ada di areal PT Panambangan, pembibitan di persemaian 

dengan jenis pohon buah-buahan masih kurang dan Kegiatan sosialisasi jenis-jenis fauna 

dilindungi belum dilakukan ke masyarakat desa binaan dan karyawan PT Panambangan. 

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat perburuan yang dilakukan oleh masyarakat dengan jenis tangkapan seperti babi hutan 

dan Rusa (Cervus unicolor) sesuai dengan informasi hasil wawancara yang dilakukan oleh 

auditor sosial kepada Desa Tepian Langsat. Berdasarkan PermenLHK Nomor: 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 

Satwa Yang Dilindungi, jenis Rusa (Cervus unicolor) merupakan satwa dilindungi. Hal ini 

mengindikasikan masih terganggunya jenis fauna-fauna dilindungi yang ada di areal PT 

Panambangan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL 

13. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat 

Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

  

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau masyarakat 

setempat seperti dokumen SK IUPHHKno SK 411/Menhut-II/2004, RKUPHHK periode 2013-

2022,  RKTUPHHK tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dishakan oleh Dinas Kehutanan 

Provinsi, Rencana Operasional Tahun 2020 dan tahun 2021, namun belum tersedia dokumen 

monitoring HHBK, monografi desa/profil desa dan identifikasi pemilik klaim yang belum lengkap. 

 

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas Kawasan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara 

partisipatif dan konflik batasseperti SPO Tata Batas Partisipatif IUPHHK (No. PMDH-01/PNB/19 

Rev.1), SPO Penentuan Batas (Deliniasi) Kawasan (No. PMDH-02/PNB/19 Rev.1),SPO Resolusi 

Konflik (No.PMDH-05/PNB/19 Rev.1),  SPO  Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan 

masyarakat (No. PMDH-07/PNB/19 Rev.1).Seluruh prosedur telah disusun secara sistimatika 

mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi/Acuan, penanngung jawab, prosedur kerja. Untuk 

SPO resolusi konflik telah mengacu dengan peraturan No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH seperti mekanisme 

mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfataan SDH seperti SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.PMDH-

03/PNB/19 Rev.1), SPO Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat nomor 

dokumen No. PMDH-07/PNB/20 Rev.2 ,SPO Indentifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat nomor 

dokumen No. PMDH-011/PNB/21 rev-2. Seluruh prosedur telah disusun secara sistimatika 

mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi/Acuan, penanngung jawab, prosedur kerja untuk 

mengakomodir hak atas pengelolaan sumberdaya alam dan hak-hak dasar lainnya (aktivitas 

masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan). 

Sehingga SPO ini sudah legal dan jelas. 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tata batas PT Panambangan belum temu gelang (40,27%) sehingga belum terdapat bukti-bukti 

tentang luasan dan batas kawasan pemegang izin, serta masih terdapat klaim lahan oleh 

masyarakat namun belum teridentifikasi dengan lengkap. 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki persetujuan dari sebagain para pihak seperti dukungan dari 

pemerintah dengan disahkannya RKUPHHK dan RKT tahun 2020 dan tahun 2021, persetujuan 

dari masyarakat sesuai dengan kegiatan sosialisasi namun hanya satu desa binaan dari dua desa 

binaan, selain itu tata batas areal perusahaan belum temu gelang dan masih terdapat konflik 

kalim lahan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai  80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

14. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan memiliki sebagian sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti SK IUPHHK 

HA PT Panambangan no SK 411/Menhut-II/2004, RKUPHHK periode 2013-2022, sesuai dengan 

SK Menteri Kehutanan No Sk 93/BUHA-2/2012, RKTUPHHK Tahun 2020 yang disahkan oleh 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK nomor 522.110/308/Kpts/RKT//DK-

II/2020, RKTUPHHK Tahun 2021 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 

sesuai SK nomor 522.110/86/Kpts/RKT/DK-II/2021, Rencana Operasional Pembinaan Masyarakat 

Desa Hutan (Kelola Sosial) RKT 2020 dan RKT 2021, Laporan Kegiatan Pembinaan Masyarakat 

Desa Hutan (Kelola Sosial) RKT 2020 dan RKT 2021 (bulanan), Bukti Bantuan Kegiatan Sosial 

Tahun tahun 2020 dan tahun 2021 tersedia sebagian saja. 

 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin 

terhadap masyarakat seperti SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. PMDH-03/PNB/19 

Rev.1),SPO Pembayaran Dana Kompensasi dengan nomor dokumen No. PMDH-08/PNB/20 rev 

2, SPO Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat nomor dokumen No. PMDH-

07/PNB/20 rev-2, SPO Perencanaan Tenaga Kerja (No. SO-6-01 Rev.1). Seluruh prosedur telah 

disusun secara sistimatika mencakup Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi/Acuan, penanngung 

jawab, prosedur kerja, sehingga SPO ini lengkap dan legal terkait dengan pemenuhan kewajiban 

sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Panambangan memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak 

dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan. Kegiatan 
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 sosialisasi hanya dilakukan di Desa Tepian Langsat tanggal 20 April 2021 tentang visi misi 

perusahaan, kelola social, kawan lindung dan RKT 2021, Untuk di Desa Keraitan belum dilakukan 

dikarenakan keadaan covid-19 dan sulitnya menghubungi pihak desa. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki sebagian bukti mengenai realisasi kegiatan pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat. Berdasarkan dari Laporan Kegiatan Pembinaan Masyarakat 

desa Hutan (Bulan desember 2020) anggaran yang sudah teralisasi sebesar 65% dan untuk 

tahun 2021 hingga bulan April sebesar 6,17%. Bukti dokumen berita berita acara seperti 

pembuatan keramba, pembelian bibit ikan, belum tersedia bukti bantuan kegiatan penghijauan, 

reboisasi, kesehatan, penyuluhan dan lainnya. 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki sebagian dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Laporan Bulanan Kegiatan PMDH/Kelola 

Sosial Tahun 2020, akan tetapi sebagian tidak dilengkapi seperti Bukti Berita Acara 

SerahTerima/Kuitansi maupun bukti lainnya seperti kegiatan penyuluhanm kesehatan, dan 

lainnya.selain itu tidak tersedia dokumen monitoring HHBK. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

15. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH seperti dat 

karyawan local, daftar kontraktor lokal, peta sebaran desa namun belum tersedia data HHBk, 

data klaim lahan yang belum jelas, data penerima bantuan hanya sebagian yang dimiliki sehingga 

belum lengkap dan belum jelas. 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 

PT Panambangan memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat  sepertiSPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. PMDH-03/PNB/19 Rev.1), SPO 

Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.PMDH-03/PNB/19 Rev.1), SPO Pembayaran Dana 

Kompensasi dengan nomor dokumen No. PMDH-08/PNB/20 rev 2, SPO Pembuatan Perjanjian 

dan Kesepakatan dengan Masyarakat nomor dokumen No. PMDH-07/PNB/20 Rev.2. Seluruh 

prosedur memiliki susunan yang sistimatika seperti Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi/Acuan, 
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penaggung jawab, prosedur kerja.  Prosedur tersebut telah mengakomodir peningkatan peran 

serta ekonomi masyarakat 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen jangka panjang  

berupaRKUPHHK-HA dan dokumen jangka pendek berupa dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 

dan 2021 dan Rencana Operasional (RO) tahun berjalan.  

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki bukti implemtasi terkait kegiatan peningkatan peran serta aktivitas 

ekonomi masyarakat seperti Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/ Kelola Sosial 

PT Panambangan Tahun 2020, sebesar 31,66 % , Bantuan Pengembangan Perikanan kepada 

Kelompok Tani Ponang Sejahtera dari desa Tepian Langsat (desa binaan ada 2 desa), atau 50 

%, Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2020, ada 34 orang berasal dari lokal 102 karyawan 

atau 33,33 %. Sehingga rata-rata persentase sebesar 38,33% 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak sepertirealisasi kelola sosial kepada masyarakat, Distribusi manfaat 

kepada karyawan berupa penerimaan karyawan lokal. Bukti berupa daftar karyawan lokal bulan 

Maret 2021, Slip gaji terakhir yang diterima karyawan per April 2021 tidak ada penunggakan atau 

keterlambatan penggajian namun masih belum sesuai dengan UMK Kabupaten Kutai Timur. 

Distribusi manfaat kepada negara berupa pembayaran kewajiban kepada pemerintah yang 

meliputi pembayaran PSDH, DR, PBB, PPh Pasal 21, BPJS ketenagakerjaannamun masih 

terdapat tunggakan untuk pembayaran PBB yang dibayarkan terakhir pada tahun 2019 dan PPH 

21 yang dibayarkan di Bulan Februari 2021 untuk pembayaran bulan Desember 2020. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai  77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

16. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal 

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SPO Resolusi Konflik 

(No.PMDH-05/PNB/19 Rev.1), SPO  Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat (No. 

PMDH-07/PNB/19 Rev.1). ari telaahan terhadap SOP tersebut sudah disusun secara sistematik. 

SOP tersebut berisi tentang uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, 

tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan dalam penyelesaian konflik serta beberapa 

alternatif penyelesaian konflik.  Selain itu pada SPO Resolusi Konflik sudah mengacu pada 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 27 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam peta lokasi 

potensi rawan konflik dengan skala 1:250.000. Pada dokumen dijelaskan areal klaim oleh 

kelompok tani, potensi konflik berupa tanaman karet PT MKC dan tanaman sawit yang belum 

teridentifikasi. Selain itu PT Panambangan telah membuat laporan resolusi konflik sesuai dengan 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dengan nilai 41,14% yang termasuk dalam katergori terkendali 

(36%-52%). Dokumen resolusi konflik ini belum dibuat per semester (enal bulan sekali) dan 

belum dilaporkan ke instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP Provinsi) sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan masih kurang lengkap karena belum ada upaya tindak lanjut 

dalam mengelola konflik yang kemungkinan terjadi.   

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT Panambangan telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang dituangkan dalam SK 

Dirut PT Panambangan No.08/III/Adm/12c/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembentukan 

dan Penyediaan Dana Resolusi Konflik IUPHHK-HA PT Panambangan, namun tidak dilengkapi 

dengan Job Description masing-masing petugas dan tedapat pendanaan konflik dianggarkan 

dana sebesar Rp. 100 Juta (sesuai lampiran SK tersebut). 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki dokumen laporan mengenai resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen 

PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, akan tetapi masih kurang lengkap dan belum 

disampaikan ke Instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP Provinsi) dan dokumen 

belum dibuat setiap enam bulan sekali, masih satu tahun sekali dan berdasarkan peta potensi 

konflik terlihat bahwa ada kelompok tani yang melakukan klaim lahan, terdapat tanaman sawit 

yang belum diidentifkasi yang terletak di batas perusahaan serta tanaman karet PT MKC di batas 

perusahaan. Seluruh potensi konflik tersebut belum dilakukan identifikasi dengna lengkap dan 

belum ada solusi untuk pencegahan sedini mungkin agar tidak meluas. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

17. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambanagan sudah memiliki hubungan insdutrial yang tertuang dalam peraturan 

perusahaan periode 2020-2022 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, No. 

KEP.560/2176/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 17 Juli 2020 berlaku sampai 13 Juli 2022.Pada 

dokumen ini terdiri dari 9 BAB dan 43 Pasal, kebebasan berserikat SK Direksi nomor 

12/V/Adm/12 C/2019 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan tanggal 2 Mei 

2019, namun belum seluruh diimplementasikan Seperti seluruh karyawan belum dikutsertakan 

BPJS Ketenagakerjaan yang terlihat dari slip gaji, dan lainnya. 
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2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki rencana training internal dan eksternal dan telah diimplementasikan 

Rencana Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja tahun 2020/2021 dengan persentase 50% 

dari yang direncanakan, namun selain itu terdapat pelatihan yang tidak direncanakan, seperti 

pelatihan CoC, ISO 9001:2015 dan lainnya. kegiatan pelatihan yang direncakan di tahun 

2021/2022 hingga bulan April sudah direalisasikan sebanyak 72% dan juga terdapat realisasi 

kegiatan pelatihan dari yang tidak direncakan seperti adanya pelatihan Proper, pelatihan SIMPEL 

dan lainnya 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki mekanisme mengenai jenjang karir yang tertuang dalam Surat 

Keputusan Direktur Utama PT Panambangan No.05/I/Adm/12c/2021 tanggal 8 Januari 2021 

tentang Jenjang Karir. Peraturan Perusahaan PT Panambangan Periode Tahun 2020 – 2022, Bab 

II (Pasal  5). Pada dokumen ini dijelaskan mengenai mutasi, promosi (kriteria yang dipakai dalam 

mempertimbangkan kenaikan golongan/kepangkatan, dan SPO Standar Jabatan dan Jenjang 

Karir (No. PMDH-05/PNB/20 Rev.2). Implementasi yang dilakukan belum sesuai dengan SPO 

dimana dalam prosedur dijelaskan mengenai formulir PAC dan IPP realisasi tidak ada, dan 

didalam prosedur tidak dijelaskan mengenai SK, namun realisasinya terdapat SK pengangkatan.  

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Panambangan memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam  

Peraturan Perusahaan (PP) PT Panambangan Periode 2020 -2022 pada Bab III – VI yang telah 

disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, No. KEP.560/2176/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 

17 Juli 2020 berlaku sampai 13 Juli 2022. Selain itu implemntasi yang dilakukan masih sebagian 

seperti tidak terdapat karyawan dibawah umur (termuda umur 21 th a.n Riski, tidak ada 

keterlambatan gaji, Sebagian karyawan diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan dan untuk fasilitas 

kesehatan di Camp tidak terdapat Klinik, Karyawan tidak diikutkan Program BPJS, akan tetapi 

untuk pengobatan karyawan dan keluarganya ditanggung perusahaan berdasarkan kuitansi biaya 

berobat. Selain itu tidak tersedia sarana olahraga. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,675, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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5. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL VLK HUTAN 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M PT Panambangan memiliki dokumen legalitas 

berupa : 

- SK IUPHHK-HA yaitu Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia No.  

411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 

tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT 

Panambangan atas Areal Hutan Produksi seluas 

± 43.240 Ha (Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus 

Empat Puluh) Hektar yang Terletak di 

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan 

Timur. 

- Akta Pendirian No. 09 tanggal 16 Djanuari 1970 

oleh Notaris R. Moeljatmo,  mendapatkan 

pengesahan dari Direktur Direktorat Perdata, 

u.b. Kepala Dinas badan Hukum, Ir. Subandijah 

Subandi.  

- Akta Perubahan Terakhir No. 58 Tahun 2020 

Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN. tentang 

Pernyataan Keputusan Rapat. Akta tersebut 

telah diterima dan dicatat dalam sistem 

Administrasi Badan Hukum Kementerian 

Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal 

Adiminitrasi Negara dengan No AHU-AH.01.03-

0215432.. 

- Terdapat copy kartu NPWP No. 01.309.742.3-

014.000 atas nama PT Panambangan.    

- Terdapat Izin Lokasi yang diterbitkan 

Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola 

dan Penyelenggara OSS. 

- Terdapat NIB No. 9120207472094 ditetapkan 

tanggal 29 April 2019. 

Berdasarkan Surat Direktorat Inventarisasi dan 

Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan No. 

S.57/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2018 tanggal 31 

Januari 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Peta 

Penafsiran Citra Satelit dengan  jenis citra Komposit 

Citra Landsat 8 OLI Band 653 skala 1 : 100.000 

Path/Row 116/59 dengan Akusisi tanggal 19 Maret 

2017 dan tanggal 20 April 2017, data hasil 

pemeriksaan adalah Fungsi Hutan Lindung seluas 

508 Ha, Hutan Produsi Terbatas (HPT)  seluas 

29.043 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 13.689 

Ha sehingga Jumlah 43.240 Ha. Terdapat 

perbedaan luas antara perhitungan digital hasil 

penafsiran ± 43.145 Ha dengan luas seuai 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 (± 

43.240) ha sebesar ± 95 Ha (0,2 %). Perbedaan 

luas tersebut akibat perbedaan akurasi geometris 

peta dasar yang digunakan. 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M Dokumen SPP IIUPHHK-HA diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. 

S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 

2004. Berdasarkan SPP besarnya IHPH yaitu  

43.240 Ha x Rp 30.000,-/Ha X 25/20 sama dengan 

Rp 1.621.500.000,- 

Terdapat Bukti setor IIUPHHK-HA, jumlah 

pembayaran terhadap SPP IIUPHHK-HA PT 

Panambangan No. S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 

22 Nopember 2004 sebesar Rp. 1.621.500.000,- 

(Lunas). 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

NA Berdasarkan hasil telaah dokumen RKUPHHK-HA 

dan RKTUPHHK-HA PT Panambangan diketahu 

bahwa pada areal IUPHHHK-HA PT Panambangan 

tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di 

luar kegiatan IUPHHK-HA 

 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh 

yang berwenang 

  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/RTT beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 
c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2013 s/d 2022 PT Panambangan 

yang mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK.93/BUHA-2/2012 

tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

(IHMB) Periode Tahun 2013 -  2022 atas nama PT 

Panambangan  Provinsi Kalimantan Timur. 

Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 

50.000.   

Rencana penebangan sebagai berikut : 

- Etat Luas maksimum ± 682 Ha/tahun; 

- Etat Volume maksimum ± 37.829 m3/tahun; 

- Limit diameter tebang 50 cm keatas untuk 

areal Hutan Produksi Terbatas. 

Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT 

Panambangan Tahun 2020 telah mendapat 

persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur sesuai dengan SK No.  

522.110.1/303/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 27 

Maret 2020 dan berlaku sampai dengan 31 

Desember 2020, dilengkapi dengan lampiran Peta 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Areal Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan 

dengan distempel pada masing-masing rencana 

blok tebangan. 

Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT 

Panambangan Tahun 2021 telah mendapat 

persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur sesuai dengan SK No.  

522.110.1/86/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 6 April 

2021, dilengkapi dengan lampiran Peta Areal Kerja 

skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan 

distempel pada masing-masing rencana blok 

tebangan. 

Peta Rencana Kerja dibuat oleh Ganis PHPL Ir. 

Firmansyah (No. Reg. 00757-11/CANHUT/XX/2012) 

2. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M Areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung 

pada Peta RKTUPHHK-HA tahun 2020, tersebut 

ditandai dengan arsiran jelas berupa : 

a. Areal Kawasan Pelestarian Plasma 

Nutfah/Kawasan Insitu dengan Warna Biru 

bertuliskan KPPN/KI 

b. Areal kebun Benih dengan warna merah; 

bertuliskan KB 

c. Areal Petak Ukur Permanen dengan warna 

hijau; bertuliskan PUP 

d. Buffer Zone Hutan Lindung dengan garis 

miring hitam: bertuliskan BZ 

e. Areal Sempadan Sungai; dengan warna biru 

dengan buffer sempadan garis hitam 

Terdapat implementasi penandaan Kawasan 

Lindung di lapangan berupa : 

- Sempadan Sungai Pasir Putih pada koordinat 

01°01’19,78’’LU dan 117°20’51,56’’BT 

- Sempadan Anak Sungai Kadubay pada 

koordinat 01˚03’29,2’’LU dan 117˚23’01,8’’BT. 

3. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Terdapat Peta RKT Tahun 2020 Skala 1 : 50.000 

dibuat oleh Ir. Firmansyah, Ganis PHPL-Canhut No. 

Reg. 00757-11/CANHUT/XX/2012, diiperiksa oleh 

M. Aini Effendi selaku Kepala Kantor, diketahui oleh 

Direktur Utama PT Panambangan; Ir. Nunuk 

Wisnuardi. Penegsahan dilakukan oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H. 

Amrullah, Pembina Utama Madya. NIP. 

196112141987031h010.  Terdapat blok/ petak 

tebangan pada peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 

2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur dengan Cap Stempel 

pada peta dan posisi blok/petak tebangan benar 

dan terbukti di lapangan. 

Implementasi penataan batas blok dan petak di 

lapangan berupa : 

- Batas Petak F.20 dan F.21 RKT Tahun 2020 

pada koordinat 01°02’57’’LU dan 

117°22’57’’BT. 
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- Batas Petak F.20 dan G.20 RKT Tahun 2020 

pada koordinat 01°02’57’’LU dan 

117°22’57’’BT. 

- Batas Petak G.20 dan G.21 RKT Tahun 2020 

pada koordinat 01°02’57’’LU dan 

117°22’57’’BT. 

- Batas Petak H.18 dan H.19 RKT Tahun 2020 

pada koordinat 01°01’54,95’’LU dan 

117°21’51,52’’BT. 

 
Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2013 s/d 2022 PT Panambangan 

yang mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. SK.93/BUHA-2/2012 

tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

(IHMB) Periode Tahun 2013 - 2022 atas nama PT 

Panambangan  Provinsi Kalimantan Timur. 

Dokumen dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 

50.000.   

Rencana penebangan berbasis IHMB Pada Hutan 

Produksi Periode Tahun 2013- 2023 adalah sebagai 

berikut : 

- Etat Luas maksimum ± 682 Ha/tahun; 

- Etat Volume maksimum ± 37.829 m3/tahun; 

- Limit diameter tebang 50 cm keatas untuk 

areal Hutan Produksi Terbatas. 

2. 2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

NA Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPHHK-

HA dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020, PT 

Panambangan tidak memiliki rencana 

memanfaatkan kayu dari tegakan hutan alam untuk 

persiapan lahan pembangunan HTI. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di 

LHP-kan 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

M Pada Periode Penilikan 3 Bulan Agustus 2020 – April 

2021 PT Panambangan telah memproduksi kayu bulat 

dan telah di LHP kan. Petugas Pembuat LHP atas nama 

M. Iskandarsyah, Ganis PKB-R dengan No.  Register : 

00758-11/PKB-R/XX/2012 masa berlaku s/d 11 Juli 

2021. Penetapan Pembuatan LHP melalui SK Direktur 
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Utama No.02/KPTS/PNB/SK/III/2020 ditetapkan pada 

30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2020. 

Jumlah kayu bulat yang di LHP kan pada periode 

tersebut yaitu 723 batang 808,42 m3 yang tercatat 

dalam 4 buah LHP. 

Berdasarkan LMKB baik di TPK Hutan maupun TPK 

Antara pada saat pelaksanaan Penilikan 3 stock kayu 

bulat tidak tersedia (0) sehingga tidak bisa dilakukan uji 

petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen. Hasil uji 

petik penelusuran 5 batang kayu bulat yang tercantum 

dalam dokumen LHP No. 22/LHP-KB/PNB/XI/2020 

terbit tanggal 23 November 2020 menunjukan kayu 

bulat bisa ditelusur hingga ke tunggul (Petak). 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil 

hutan 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M PT Panambangan memiliki Tempat Penimbunan Kayu 

yang dicantumkan dalam dokumen RKT Tahun 2020 

meliputi TPK Hutan berada di Km 18,  TPK Antara I di Km 

0 Anugrah dan TPK Antara II/Logpond Rantau Palung di 

Km 0 Rantau Palung.   

Terdapat SK Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Joko 

Wiyono, SE dengan jabatan sebagai penerbit SKSHKK 

dengan No Reg 01347-13/PKB-R/XX/2013, dengan masa 

berlaku s/d 10 Oktober 2022. Lokasi penerbitan TPK 

Antara km 0 sesuai dengan SK Direktur Utama PT 

Panambangan No.05/KPTS/PNB/SK/III/2020 ditetapkan 

pada 30 Maret 2020. 

Terdapat SK Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Joko 

Wiyono, SE dengan jabatan sebagai P3KB dengan No 

Reg 01347-13/PKB-R/XX/2013, dengan masa berlaku s/d 

10 Oktober 2022. Lokasi P3K berada pada TPK Antara 

km 0 sesuai dengan SK Direktur Utama PT Panambangan 

No.04/KPTS/PNB/SK/III/2020 ditetapkan pada 30 Maret 

2020. 

Selama periode Agustus 2020 sd. April 2021 PT 

Panambangan telah menerbitkan dokumen SKSHHK 

untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK 

Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry 

tujuan sebagai berikut : 

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan sebanyak 148 

set untuk 723 batang kayu bulat dengan volume 

808,42 m3. 

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan sebanyak 142 

set untuk 723 batang kayu bulat dengan volume 

808,42 m3. 

Uji silang dokumen LMKB dengan SKSHHK 

Berdasarkan dokumen LMKB Bulan Januari 2021  No. 

1/LMKB/PNB/I/2021 TPK Antara Km 0 pada Januari 2021 

di TPK Antara Km 0 terdapat penambahan kayu sebanyak 

478 batang dengan volume 504,23 m3 yang berasal dari 

TPK Hutan, salah satunya dilengkapi dengan dokumen 
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SKSHHK No. KB.B.7759572 tanggal 7 Januari 2021 

untuk mengangkut kayu yang berasal dari TPK Hutan 

sebanyak 6 batang dengan volume 4,62 m3 

menggunakan Dump Truck DT 01. 

Pada bulan yang sama terdapat pengeluaran kayu 

sebanyak 478 batang dengan volume 504,23 m3 yang 

berasal dari TPK Antara dengan tujuan TPK Industi salah 

satunya disertai dokumen SKSHHK No. KB.B.7772579 

tanggal 11 Januari 2021 untuk mengangkut kayu 

sebanyak 4 batang volume 4,51 m3 dengan 

menggunakan Dump Truck DT 04 dengan tujuan PT Fajar 

Timur alamat Desa Tepian Langsat Bengalon Sangata. 

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu 

bulat  dari pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

M PT Panambangan telah melakukan penatausahaan 

kayu dengan SIPUHH Online dan memiliki sarana 

prasarana serta SDM. 

Terdapat penandaan kayu bulat baik pada tunggul 

dan bontos kayu, antara lain sbb: 

a. Barcode SIPUHH warna kuning 

b. Label No. Pohon dengan Plastik Karpet Warna 

Merah  

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan 

bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. 

Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT 

Panambangan telah memiliki identitas dan dapat 

dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling 

pengecekan pada Petak I.18 RKT 2020 Sebagai 

berikut : 

a. Kayu dengan barcode No 

1908AXXPNBG0000000000063317.01 dari 

dokumen LHP No. 22/LHP-KB/PNB/XI/2020 

tanggal 23 November 2020 tercantum dalam 

SKSHHK No. KB.B.7751318 tanggal 5 Januari 

2021 dan SKSHHK Lanjutan No. KB.B.7769617 

tanggal 10 Januari 2021. 

b. Kayu dengan barcode No 

1908AXXPNBG0000000000063248.01 dari 

dokumen LHP No. 22/LHP-KB/PNB/XI/2020 

tanggal 23 November 2020 tercantum dalam 

SKSHHK No. KB.B.7758788 tanggal 7 Januari 

2021 dan SKSHHK Lanjutan No. KB.B.7769554 

tanggal 10 Januari 2021 

2. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M PT Panambangan telah melakukan penatausahaan 

kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana 

prasarana di Basecamp PT Panambangan beserta 

SDM dan operatornya.  

Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ 

digunakan sepenuhnya diimplementasikan 
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dilapangan, penomoran kayu sesuai dengan nomor 

pohon hasil ITSP yang diatur dalam SOP ITSP. 

Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada 

dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara 

konsisten mengacu pada SOP TUK, serta hasil uji 

petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT 

Panambangan dapat ditelusuri sampai ke tunggul di 

Petak tebangan. 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M PT Panambangan memiliki Arsip dokumen SKSHHK 

yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam 

pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK 

Antara, yaitu : 

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan sebanyak 

148 set untuk 723 batang kayu bulat dengan 

volume 808,42 m3. 

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan sebanyak 

142 set untuk 723 batang kayu bulat dengan 

volume 808,42 m3. 

Selama periode audit, PT Panambangan telah 

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah 

menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan 

untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK 

Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan 

jumlah seperti pada verifier 3.1.2 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH). 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Selama periode Penilikan 3 yaitu bulan Agustus 2020  

– April 2021 diketahui terdapat SPP DR dan PSDH 

telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume 

(808,42 M3) dan tarif yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH 

diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. 

Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : 

- DR sebesar US$ 13.123,80 

- PSDH sebesar Rp. 63.644,340 

Terdapat SPP keterlambatan pembayaran PSDH dan 

DR sehingga terkena denda : 

- DR sebesar US$ 164,31 

- PSDH sebesar Rp. 800.881,00 

2. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Selama periode Penilikan 3 yaitu bulan Agustus 2020  

– April 2021 diketahui terdapat bukti setor melalui 

transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri 

dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan 

tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda 
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Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor 

yang dibayarkan dengan total : 

- DR sebesar US$ 13.123,80 

- PSDH sebesar Rp. 63.644,340 

Terdapat bukti pembayaran PSDH dan DR sehingga 

terkena denda dan telah dibayarkan yaitu : 

- DR sebesar US$ 164,31 

- PSDH sebesar Rp. 800.881,00 

3. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti 

pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif 

yang berlaku yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 

tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis 

dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 

yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

2. PermenLHK No.  

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 

Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan 

hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya 

hutan dan ganti rugi tegakan. 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P. 

71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata 

cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan 

Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti 

Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi 

Hutan dan Iuran Hasil  Pemanfaatan Hutan. 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang 

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1.  

Dokumen PKAPT 

NA Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan 

Peridustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan No. 68/MPP/ KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

NA Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK 

diketahui bahwa seluruh kayu produksi PT 

Panambangan diangkut dengan menggunakan trck 

melalui jalur darat sehingga verifier ini tidak bisa 

diterapkan. 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

M PT Panambangan telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) dengan No. 025SPHPL-009-IDN dan 

Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh 

LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya.  

Terdapat penggunaan Tanda V Legal yang pada dokumen 

SKSHHK dan ditempelkan di bontos kayu. 

Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan 

pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal 

bertuliskan “ Indonesian Legal Wood 025SPHPL-009-IDN 

LPPHPL-019-IDN” dan dokumen SKSHHK bergambar Logo 

V-Legal bertuliskan “Indonesian Legal Wood 025SPHPL-009-

IDN LPPHPL-019-IDN.” 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai 

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M PT Panambangan telah menyusun dokumen Laporan 

Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). Dokumen SEL 

terdiri dari Buku Utama Laporan Studi Evaluasi 

Lingkungan HPH PT Panambangan Kabupaten Dati II 

Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Ringkasan Eksekutif 

Studi Evaluasi Lingkungan HPH PT Panambangan 

Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan Timur, 

Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan HPH PT 

Panambangan Kabupaten Dati II Kutai Propinsi 

Kalimantan Timur.  Penyusunan Dokumen SEL atas 

nama PT Panambangan dilakukan untuk cakupan areal 

seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 

480/Kpts/UM/X/1972. 

Dokumen SEL  telah mendapatkan pengesahan dan 

persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan dengan No.  03/DJ.VI/AMDAL/94 tanggal 20 

April 1994. Dokumen disusun oleh Konsultan 

pelaksana, PT NAWAMAJA SILATAMA yang 

berkedudukan di Jln Raya Cilandak Barat No. 01 Bogor 

Telepon (0251) 312099 dengan Direktur; Ir. Rahman 

Bahtiar. 

Terdapat RKL dan RPL yang disusun untuk areal seluas 

65.000 Ha sesuai SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. 

Dokumen tersebut disusun oleh konsultan PT Binareka 

Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito Pacific, 

Lantai 6B Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 

9021) 5306711 dengan Direktur Utama atas nama Ir. 

L. W.Max Meulenhoff.  Dokumen RKL dan RPL telah 

mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi 

Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No.  

246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995. 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 38 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan 

beserta stempel basah Departemen Kehutanan. 

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan 

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Panambangan telah memiliki dokumen RKL dan 

RPL yang disusun mengacu pada dokumen Studi 

Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah dibuat 

sebelumnya. 

1. Dokumen RKL PT Panambangan disusun untuk 

areal seluas 65.000 Ha sesuai SK Mentan No. 

480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen disusun oleh 

konsultan PT Binareka Alam Lestari yang 

beralamat Wisma Barito Pacific, Lantai 6B Jl. Letjen 

S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 

dengan Direktur Utama atas nama Ir. L. W.Max 

Meulenhoff, telah mendapatkan pengesahan dan 

persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan dengan No.  246/DJ.VI/AMDAL/95 

tanggal 26 Desember 1995. 

2. Dokumen RKL PT Panambangan disusun untuk 

areal seluas 65.000 Ha sesuai SK Mentan No. 

480/Kpts/UM/X/1972.  Dokumen disusun oleh 

konsultan PT Binareka Alam Lestari yang 

beralamat Wisma Barito Pacific, Lantai 6B Jl. Letjen 

S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 

dengan Direktur Utama atas nama Ir. L. W.Max 

Meulenhoff telah mendapatkan pengesahan dan 

persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen 

Kehutanan dengan No.  248/DJ.VI/AMDAL/95 

tanggal 26 Desember 1995.  

Kawasan Lindung yang dikelola berupa : 

- Areal Sempadan Sungai dan Mata Air seluas 

671 Ha 

- Bufferzone Hutan Lindung seluas 720 Ha 

- Koridor/Areal Perilindungan Satwa seluas 700 

Ha. 

- Parameter yang dikelola sebagaimana dalam 

matrik rekapitulasi RKL dan RPL adalah : 

- Sempadan Sungaidan sekitar mata air 

- Bufferzone Hutan Lindung 

- Koridor/Perlindungan satwa 

- Areal Perlindungan plasma Nutfah. 

- Komponen Fisik Kimia : Tanah (Erosi, Longsor) 

- Komponen Biologi : Vegetasi Hutan Alam, 

Satwa Liar serta Sosial Ekonomi dan Budaya. 

2 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan 

RPL Tahun 2020 yang dapat diverifikasi pada 

pelaksanaan audit yaitu : 
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- Penglolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai. 

- Penanaman Tanah Kosong 

- Pemantauan Erosi 

- Penyerapan Tenaga Kerja Lokal/ setempat 

- Pembarian bantuan Sosial Keagamaan. 

Bukti pelaksanaan penglelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan social 

oleh PT Panambangan diverifikasi tertuang dalam 

Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I 

2020 dan Semester II Tahun 2020. 

Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan 

kepada instansi terkait sesuai dengan bukti 

pengiriman/penerimaan dokumen laporan pada 

instansi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan 

Timur  yaitu  

- Surat No. 029/PNB/PH-2/XV/2020 tanggal 2 Juli 

2020 terdapat tanda terima berupa tanda tangan 

dan cap Badan Lingkungan Hidup Prov. Kaltim. 

- Surat No. 010/PNB/PH-2/XV/2021 tanggal 12 

Januari 2021 terdapat tanda terima berupa tanda 

tangan dan cap Badan Lingkungan Hidup Prov. 

Kaltim. 

 
 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M PT Panambangan telah memiliki SOP Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja dengan No.  Keling-20/PNB/19 Revisi 

: 0.  Dokumen disetujui oleh Ir. Nunuk W, diperiksa 

oleh Darnawi serta dibuat oleh Ir. Firmansyah.  

PT Panambangan  telah menetapkan personil yang 

bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui 

Surat Keputusan Direksi No.10/V/Adm/12c/2019 

tanggal 2 Mei 2019 tentang Pembentukan dan 

Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3)PT Panambangan. Surat 

Keputusan ditanda tangani oleh Direktur Utama.  

Selengkapnya Susunan Daftar Personil P2K3 PT 

Panambangan  adalah sebagai berikut : 

a. Ketua :  Joko Wiyono, SE 

b. Wakil Ketua :  M.Iskandarsyah 

c. Sekretaris   M. Supriyono 

d. Seksi patrol : Petrus Padak 

e. Seksi Keselamatan Kerja :  I. Budianto 

f. Seksi Kesehatan Kerja :  Mika Tangke P 

g. Seksi Peralatan : Ayub Alex 

2 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M Berdasarkan Laporan Alat Keselamatan Kerja 

Karyawan (K3) bulan April 2021 dibuat oleh Kepala 

Seksi K3 (Hardi Yusmul) dan diketahui Camp Manager 
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RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(Ir Firmansyah), Peralatan K3 yang dimiliki oleh PT 

Panambangan dalam kondisi baik, berupa : 

1. Helmet tersedia sebanyak 9 pcs 

2. Sarung Tangan 24 psg 

3. Sepatu Boot 7 psg 

4. Baji Rompi 5 pcs 

5. Masker 37 pcs 

6. Kacamata Las 11 pcs 

7. Jas Hujan 12 pcs 

8. APAR 2 pcs 

9. Kotak P3K 2 pcs 

10. Senter Emergency 4 pcs 

11. Senter Led 2 pcs 

Obat-obatan tersedia meliputi : 

1. Mixaquin 13 strip 

2. Mixagrip 14 strip 

3. Panadol 8 strip 

4. Sanaflu 15 strip 

5. Reumason 8 pcs 

6. Obat Merah 4 pcs 

7. Rohto/Obat Mata 7 pcs 

8. Betadine 7 pcs 

9. Hansaplast 43 pcs 

10. Perban 65 pcs 

3 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M PT Panambangan  memiliki Catatan Kecelakaan Kerja 

berupa Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat 

setiap bulan. Selama periode audit, bulan Agustus 

2020 sampai dengan bulan April  2021 tidak terdapat 

kejadian kecelakaan Kerja yang terjadi atau kecelakaan 

kerja NIHIL. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh 

Ketua K3 (Joko Wiyono) dan diketahui oleh Camp 

Manager (Ir. Firmansyah). 

Upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja 

diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu 

lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan 

untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan 

lapangan, dan menerapkan sistem komunikasi pada 

setiap kendaraan bergerak untuk saling berkomunikasi 

dan memberitahukan posisinya di perjalanan. 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

M Didalam lingkungan kerja PT Panambangan tidak 

terdapat organisasi Serikat Pekerja, namun demikian, 

terdapat  kebijakan perusahaan yang membolehkan 

karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja. Terdapat Surat Keputusan 

Direktur Utama PT Panambangan No.  

12/V/Adm/12c/2019 tertanggal 2 Mei 2019 tentang 

Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan. Surat 
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RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Keputusan ditandatangani Direktur Utama PT 

Panambangan Ir Nunuk Wisnuardi. Dalam surat 

keputusan tersebut disebutkan dalam pasal 1 bahwa 

Serikat Pekerja PT Penambangan adalah Organisasi 

yang dibentuk dari, oleh dan untuk Karyawan PT 

Panambangan guna menampung dan 

memperjuangkan aspirasi dan hak karyawan PT 

Panambangan. 

Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan  

- Setiap Karyawan PT Panambangan berhak 

membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja 

PT Panambangan  

- Dalam melaksanakan fungsinya serikat pekerja PT 

Panambangan berhak untuk menghimpun dan 

mengelola keuangan serta 

mempertanggungjawabkan keuangan organisasi 

Pasal 3 bahwa dalam memperjuangkan aspirsinya, 

serikat pekerja PT Panambangan mengedepankan 

azas musyawarah untuk mufakat. 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang 

mengatur hak-hak pekerja 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M PT Panambangan memiliki dokumen Peraturan 

Perusahaan (PP) dibuat dan ditanda tangani oleh Ir 

Nunuk Wisnuardi selaku Direktur. Peraturan 

Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 

KEP.560/2176/B.PHI&JAMSOSTEK/2020 tanggal 17 

Juli 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan 

PT Panambangan. Peraturan Perusahaan berlaku dai 

14 Juli 2020 s.d. 13 Juli 2022. Dokumen Peraturan 

Perusahaan PT Panambangan terdiri dari 9 (sembilan) 

Bab dan 43 Pasal.   

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)   

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

 
RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M Berdasarkan dokumen daftar karyawan PT 

Panambangan  di Base camp Karangan (Logpond), 

diketahui bahwa PT Panambangan  tidak 

memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur 

atau tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Pada 

Daftar Karyawan per Juni 2020 diketahui bahwa PT 

Panambangan memiliki sejumlah 100 Orang Karyawan,  

karyawan termuda atas nama Anselmus Kia Dore lahir 

05 November 2000 dengan jabatan Staf Bagian 

Pembinaan Hutan dan PHPL. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL 

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Sedang 2 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Sedang 2 3 

5. 1.5 Sedang 2 3 

6. 2.1 Baik 3 3 

7. 2.2 Baik 3 3 

8. 2.3 Sedang 2 3 

9. 2.4 Sedang 2 3 

10. 2.5 Baik 3 3 

11. 2.6 Buruk 1 3 

12. 3.1 Sedang 2 3 

13. 3.2 Sedang 2 3 

14. 3.3 Sedang 2 3 

15. 3.4 Sedang 2 3 

16. 3.5 Sedang 2 3 

17. 3.6 Sedang 2 3 

18. 4.1 Baik 3 3 

19. 4.2 Sedang 2 3 

20. 4.3 Sedang 2 3 

21. 4.4 Sedang 2 3 

22. 4.5 Sedang 2 3 

JUMLAH 48 66 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

48/66 = 72,72 % 

tanpa verifier Dominan bernilai Buruk 

 

Samarinda, 31 Mei 2021 

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

 

 

Ir Kurnia, IPU 

Direktur 


